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ABSTRAK

Idharulhag, Amir Muhiddin, Ahmad Taufik: Pola Kemitraan Pemerintah
dalam Pelaksanaan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bima

Permasalahan mengenai kesehatan saat ini terus mengalami peningkatan
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesiacmencanangkan sembilan agenda program

iri dalam bidang politik,
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tantangan pembangunan keschatan dalam mencapai kesehatan masyarakat

setinggi-tingginya, melalui pendekatan siklus kehidupan dan melalui
pendekatan keluarga yang diinisiasi dengan kunjungan ke rumah untuk
pemetaan permasalahan. Pendekatan keluarga ini dikenal sebagai program
keluarga sehat (Dwi Hapsari Tjandrarini, dkk. 2018)

Arah pembangunan keschatan jangka panjang dicantumkan secara
ringkas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).




Pembangunan bidang keschatan tersebut merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu hak dasar rakvat, sesuai dengan Undang-1jndang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang ke

yang digunakan tingkat harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu
dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Adapun infrastruktur kesehatan yang dibutuhkan itu terbagi ke

dalam infrastruktur kesehatan fisik dan infrastruktur kesehatan nonfisik.

Infrastruktur fisik kesehatan meliputi bangunan rumah sakit, puskesmas,
klinik, apotik obat, jalan raya, rel kereta api, bandara dan sebagainya.
Sedangkan infrastruktur kesehatan nonfisik adalah ketersediaan tenaga
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medis dirumah sakit, puskesmas, khnik, aksebilitas dan sebagainya
(Mukmin Pohan dan Raja Halim. 2016),

Kesehatan bukan saja merupakan masalah bagi sektor kesehatan itu

ua pihak, dalam mempercepat

\ akukan oleh pemerintah
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Kemitraan (partnership) dipandang sebagai respons terhadap
meningkatnya kompleksitas dan ambiguitas ranah publik (Bovaird dan
Elke, 2004). Konsep kemitraan menjadi penting untuk didiskusikan karena
adanya kesadaran bahwa masalah-masalah publik tidak dapat lagi dilihat
hanya dari kepentingan dan tanggung jawab satu kelompok saja, yakni
Pemerintah. Masalah-masalah publik telah menjadi kesadaran baru sebagai
‘kerja bersama’ dan bukan scbagai ‘single fighter’ Pemerintah tidak




mungkin lagi mengerakan semua urusan karena keterbatasan dana, sumber
dava manusia dan sumber daya pendukung lainnya sehingga kerjasama
dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas

pelayanan publik tetap daps
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:::::

kerjasama ini dilaksanakan baik antar individu, antar kelompok atau
individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan
menanggung segala kerugian atau resiko maupun keuntungan secara
bersama. Menurut Notoatmodjo (2012) dan penelitian sebelumnya dari
Pramudho (2009) bahwa kemitraan dipandang sebagai suatu kesisteman
terstruktur yang harus dijalankan secara harmonis dan koordinasi yang

baik antar individu ataupun kelompok vang bermitra. Tiga prinsip dasar




vang perlu dipahami oleh pihak vang akan bermitra (Rina Bastian, dkk.
2020).

Terkait dengan pola kemitraan yang ada di Kabupaten Bima proses

melibatkan Dinas Kesehatan dengan

NS

.....

desa di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk pola
kemitraan Pemerintah dalam pelaksaan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Bima,




D. Manfaat Penelitian
| Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan memberikan memberikan sumbangan
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Masyarakat di harapkan mampu memanfaatkan dan
menangkap secara baik nilai — nilai vang di berikan oleh

kerjasama antara Pemerintah dan Dinas Kesehatan.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

I Rina Bastian|*, Ishak Abdulhak2, Yanti Shantini (2020).
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posyandu dan pihak masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat di
sektor kesehatan yaitu memberdayakan masyakat khususnya para orang
tua angota posyandu untuk menjaga kebersihan lingkungan
Pemberdayaan masyarakat di sector kesehatan mencakup kemampuan
untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan melalui

pemberdnyaan masyarakat




2. Rina Cahyamngrum ( 2013)
a Judul Peneliian . Kerja Sama Pemerintah Dan LSM Pattiro Dalam

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.
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Surakarta adalah program murni dari Pemerintah Kota Surakarta. Dinas
Kesehatan ditunjuk sebagai badan yang mengurusi segala sesuatu yang
berhubungan dengan program PKMS. Pelaksanaan Program Keschatan
Masvarakat Surakarta didukung oleh keterlibatan LSM Pattiro dalam
beberapa aspek vaitu berupa pemberi solusi masalah PKMS dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pelayanan
kesehatan Surakarta. Kerjasama yang dijalankan antara Pemerintah Kota




Surakarta dan |.SM Pattiro berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan
dengan meningkatnva Indek Pembangunan Manusia Kota Surakarta.

kesehatan masvarakat Suraka

1 yang mengalami kenaikan dan angka

kepuasan masyarakat terh anan kesehatan di Surakarta yang

cukup baik.
S [‘id‘i at Kota Surakarta
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Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dalam
program PKMS menyebabkan perilaku masyarakat Surakarta cenderung
bersifat aktif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan
publik. hal ini dibuktikan dengan terbentuknya forum stakeholder di
Surakarta, Kerjasama juga berdampak kepada perilaku birokrasi
Pemerintah Kota Surakarta terutama untuk Dinas Kesehatan,rumah sakit
dan puskesmas wilavah Kota Surakarta menunjukkan peningkatan
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pelayanan kesehatan, hal ini dibuktikan dengan peningkatan kepuasan
masvarakat Surakarta mengenai pelayanan kesehatan.

. Husniah (2001)

3. Agustian Ipa, Ridho Pratama, Zulfika

A Dengan Kader Kesehatan Dalam

\ dropram  Kesehatan  Untuk

a. Judul Penelitian - Penguatag

pelayanan minimal program kesehatan Untuk Meningkatkan Kesehatan

Ibu Dan Anak Di Wilayah Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Makassar.
Kegiatan ini diharapkan membawa hal positif kepada masyarakat
melihat cukup antusiasnya para kader mengikuti kegiatan ini, sehingga
harapannya meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang Media

Implementas: Riset Kesehatan Media Implementasi Riset Kesehatan




L1

didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelavanan
kesehatan.

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan di kelurahan berua antara lain :

I. Persiapan

a. Pembuatan re

B. Konsep Kemitraan
1. Pengertian kemitraan
Menurut Muhammad Jafar Hafsah (2000) mengatakan bahwa
kemitraan adalah suatu sikap yang diberi ciri hubungan jangka panjang
‘dalam menjalankan bisnis, suatu kerjasama yang baik, saling percaya dimana

pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan

bisnis bersama. Sedangkan menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz
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(2002), Kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua
atau lebih perusahaan dengan tuuan bersama, vaitu saling membantu dalam

mencapai tujuan bersama. Kemitraa

dikenal dengan istilah gotong royong

atau kerjasama dengan _be \

individual. Menurut -

sumber efesiensi dan kualitas pelayanan. Pendapat lain dikemukakan Rosen

dalam Kurniawan (2014) bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama antara
individu dan individu, lembaga serta instansi pemerintah dan swasta
berdasarkan aturan vang telah disepakati bersama Sedangkan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kemitraan adalah teman, kawan kerja
adalah teman pasangan kerja, rekan dan kementrian : perihal hubungan atau
jalinan kerjasama sebagai mitra. Adapun menurut Tugimin (2004), kerjasama
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adalah usaha atau kegiatan vang dilakukan oleh beberapa pihak secara

bersama-sama dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang

lebih baik daripada dikerjakan secara individu. Dari beberapa definisi

untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat
antara pihak vang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendaknya
memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan
sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya
sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar

manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Menurut Notoatmodjo (2003) terdapat tiga prinsip utama dalam
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sebuah kemitraan (Silalahi, 2017).
a. Kesetaraan (equity) Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia

menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah dan berdiri sama
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menguntungkan disini lebih dilthat dari unsur kebersamaan atau
kesinergian para stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut  Sulistiyani (2017) di ilhami dari fenomena biologis
kehidupan organisme dan mecoba mengangkat ke dalam pemahaman,
maka kemitraan di bedakan menjadi beberapa pola, yaitu sebagai berikut:

a. Pseudo partnership atau kemitraan semu. Kemitraan semu adalah sebuah

persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tdak
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sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan
lainnya. Bahkan pada swatu pthak belum tentu memahami secara benar

akan makna sebuah persekutuan vang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu

semua dilakukan serta disepak@iflaf@a.suaty yang unik dalam kemitraan

SHONS

semacam ini, bahy

diperolch, sehingga memudahkan masingmasing dalam mewujudkan visi

dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

¢. Conjugation partnership atau kemitraan konjugasi. Kemitraan Konjugasi
adalah kemitraan vang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua
paramecium melakukan komjugasi untuk mendapatkan energi dan
kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan

pembelahan dir. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-
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agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di
dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat
melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat

melakukan konjugasi dalam rngka meningkatkan kemampuan masing-

\“AKAS
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meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Kemitraan dapat
dilakukan oleh pihak-pihak baik perorangan maupun badan hukum, atau
kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang
bermitra tersebut memiliki status yang setara atau subordinate, memuliki
kesamaan visi dan misi yang berbeda tetapi saling mengist atau melengkapi
secara fungsional dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut.
Kemitraan dapat dilakukan oleh pthak-pihak baik perorangan

.
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maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pthak-pihak atau

kelompok-kelompok vang bermitra tersebut memuliki status vang setara atau

subordinate, memiliki kesamaan visi dan mist yang berbeda tetapi saling

Atas dasar kemitraan diatas, dilakukan dan dikembangkan bentuk
gabungan berikut ini a Build, Operate, Transfer (BOT), pihak
penyelenggara proyck (swasta) melaksanakan kegiatan kontruksi (termasuk
pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), termasuk proses pengoperasian
dan pemeliharaan proyek. Kemudian proyek dioperasikan oleh pihak swasta
sclama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang

disepakati berakhir, pihak penyelenggara proyek harus menyerahkan
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seluruh fasilitas asset proyek kepada Pemerintah Daerah b Build and
Transfer, pihal penyelenggara proyek (swasta) melaksanakan konstruksi dan
pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, vang sepakati
dalam kontrak perjanjian.

\\‘ A""v’//
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pemerintah, setelah proyek langsung diserahkan kepada pemerintah, namun
pihak investor (swasta) itu memperoleh hak opsi untuk menyewakan
bangunan kmnerﬁlal tersebut. e. Management Contract, pemenntah
mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu bidang
kegiatan tertentu kepada pihak swasta. f Service contract, pemerintah
menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta,

sedangkan swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu pada pemenntah. g.
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Bagi hasil, hampir sama dengan bentuk management contract, namun selain

memperoleh fee dan jasa yang dibenikan, pihak swasta juga berhak untuk
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a, Mekanisme

Mekanisme dalam hollow state yang membedakan dengan
pemerintahan pada umumnya yaitu mekanisme birokrasi, dimana
dalam konsep ini mempunyai sedikit order/perintah serta mekanisme
kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah yang
ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk di dalamnya adalah
bantuan dana, kesepakatan serta kontrak, dan tidak berdasarkan pada




otoritas dan sanksi dari pemerintah.
Ketika pemerintah  sanggup menjadi inti agensi  dalam

mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses dalam kemitraan

berjalan dengan baik ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi, dimana

ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Aktor yang
terintegrasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan swasta. Struktur i
memfasilitasi terciptanya suatu koordinasi dan integrasi serta relatif lebth efesien.
Dalam pembahasan konsep ini, jaringan arus utama terpisahkan dari kelemahan
karena kebutuhannya berkoordinasi dalam join produksi sehingga kondisi yang
tidak stabil, Pimpinan (manager) seringkali dipertemukan dalam problem vang
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bermuara pada koordinasi, pengawasan, instabilitas negosiasi membuat pihak
ketiga tetap bertanggungjawab, Shared power akan menjadikan suatu lembaga

menjadi  lebih  efektif Pemerintah dan  swasta bekerjasama  dalam

penyelenggaraan pelayanan p / ain itu pemerintah tetap menjaga fungsi
sistem integrasi dengan \ 1 hal negosiasi, monitoring dan
\ ikan menjadi fokus dan

Ty 0

dengan desain kemitraan atau kelembagaan yang sesual, stabilitas
hubungan antar agen juga berpengarub, sebuah sistem yang stabil
akan memngkatkan harga.

Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau
pendanaan tidak cukup mengizinkan individu atau lembaga yang
terdapat didalamnya sanggup memecahkan suatu masalah dan

menyetujui pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas




memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil vang

batk karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk

2. Nascent Partnership

Jenis kemitraan ini sescorang yang bermitra atau pelaku
kemitraan merupakan pw-:;wr.tetapi.ﬁﬁsimi kemitraannya tidak
maksimal.

3. Complementary Partnership

Pada kemitraan ini, partner/mitra memperoleh keuntungan

dan pertambahan pengaruh melalui perhatian pada ruang lingkup

22




aktivitas yang tetap serta relatif terbatas seperti program delivery
dan resource mobiization.

4. Swnergistic Partnership

Kemitraan jenis

kontrak kerjasama tradisional antara pemerintah dan swasta.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta menuntut adanya bentuk
kerjasama yang kualitas dan intensitas hubungannya lebih tinggi dan sekedar
kerjasama yang bersifat kontraktual. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa
kemitraan antara pemenntah dan swasta n:mgnndung komitmen timbal balik,
melebihi yang biasa terdapat dalam kontrak, antara organisasi di sektor swasta

dengan organisasi di sektor publik. Kemitraan antara pemerintah dan swasta

23
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dapat berbasis kontrak ataupun tanpa kontrak. Yang terpenting dalam
kemitraan vaiu masing-masing pthak memiliki komitmen untuk melakukan

kolaborasi dan aliansi untuk mencapai twjuan bersama (Bovaird dalam

Dwiyanto, 2011),

Dalam Konteks ken an swasta atau Public

Private Partnershipx < FS ‘t‘n )1 HAM\i"\* umt:eqa
N‘V‘ASSA "o ‘
\\\ “"f l// A .

VZ "ll\“\\\ '
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Kemitraan pemerintah dan swasta berbeda dengan bentuk kerjasama
pada umumnya seperti kontrak kerja, outsourcing, dan swastanisasi, Tipe
kerjasama outsourcing lebih merupakan kﬂi}m antara pemerintah dengan
swasta untuk menyelesaitkan masalah dan satu pihak, bukan kerjasama untuk
menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak Dalam tipe kerjasama
seperti ini pemerintah meminta dan membayar lembaga swasta untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai
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principal sedangkan lembaga swasta bertindak sebagai agen. Kerjasama seperti
inl terjadi karena didorong oleh adanya kepentingan timbal balik, bukan

didorong oleh adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan bersama.

Untuk mempenelas perbedaan edua tipe kerjasama tersebut,

berikut dijelaskan karaktem \ pemerintah dan swasta
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g. Berbagi resiko; dan
h. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Karakteristik yang berupa juga dikemukakan oleh Gazley dan rudmey
dalam Dwiyanto (2011) dengan menyebutkan setidaknya lima karakteristik
utama yang biasanya melekat pada kemitraan antara pemerintah dan swasta,
yaitu: |

a. Kemitraan sedikitnya melibatkan dua atau lebih aktor, dan salah

satunya merupakan mstitusi pemerintah;
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b. Masing-masing aktor dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar

atas namanya sendiri;

karena itu memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua

pihak. _
Perbedaan antara Kemitraan dan Kerjasama Non-Kemitraan
i i Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Ciri-ciri Kemitraan Non-Kemitraan
Sifat kenjasama olaboratif Swastanisasi, Outsourcing
[Intensitas Tinggi Rendah
Uangka Waktu Panjang Pendek
edudukan para  [Setara dan otonom Tidak setara, terikat dengan
ihak kontrak
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anfaat dan resiko  Saling berbagi manfaat | Manfaat akan di hitung

dan resiko sebagai kompensasi atas
prestasi, resiko di tanggung
oleh masing-masing pihak
umberdaya untuk Tidak ada penggabungan
laksanaan sumberdaya

jatan
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Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi

seringkali tidak memadai untuk menjawab tantangan yang
mereka hadapi, sementara untuk meningkatkan kompeteusi
memelurkan waktu dan juga sumberdaya vang tidak sedikit,
Dengan mengembangkan kemitraan, institusi pemerintah akan
mendapatkan dukungan sumberdaya dari institusi bisnis ataupun

masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi
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kebutuhan dan kepentingan publik.
2. Yang mendorong munculnva kemitraan adalah kepedulian

mereka terhadap isu-isu sosial tertentu, seperti kemiskinan,

kerusakan ling ; sosial vang dirasakan

sgangEuaion hersama dapat mendorong

N aKlior men

salah satu di antara mereka gagal melaksanakan perannya maka
sektor lainnya dapat menggantikannya. Logika lainnya yaitu masing-
masing platform sebena mya memiliki kecenderungan untuk
bermitra dengan lainnya.

Mengenai manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta

adalah meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik. Selama ini

birokrasi pemerintah mengelola pelayanan secara sendirian,




akuntabilitas menjadi masalah yang sering dikeluhkan warga

pengguna.
E. Kerangka Pikir
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F. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah,
kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan
teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian didasarkan pada




rumusan masalah yaitu bagaimana pola kemitraan Pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan keschatan desa di Kabupaten Bima.

Fokus penelitian i terdini beberapa hal pokok vang perlu

Insentif adalah suatu hal ym_g.diberikan oleh pemerintah atau
pihak pemberi kerja kepada pihiak swasta untuk melakukan program
Kerjasama dalam proses kemitraan agar dapat berlangsung secara

30




BAB 11
METODE PENELITIAN

A. Wakitu dan Lokasi Penelitian

Penelitian i dilaksanakan atau setelah adanya izin penelitian

yang diberikan oleh pik / \‘,.

ik me

terjadi dalam kehidupan manusia, dimana peneliti mencoba memasuki
dunia konseptual dari subyek yang dipelajarinya sedemikian rupa schingga
mereka mengerti apa dan bagaimana. . pemahaman dikembangkan. oleh
mereka tentang penstiwa dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian
dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

C. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:




1. Data pnimer adalah data yang didapatkan penulis melalui hastl wawancara
langsung dengan informan yang dijadikan subjek penelitian.
2. Data sckunder adalah data yang dikumpu]kan oleh penelit dimana
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4. Tokoh masyarakat
E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka
peneliian, Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan data.
Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer

sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder
|. Tekmk pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui
langsung ke lokasi penelitian (penelitian lapangan) untuk mencan data




yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti Hal i
dilakukan dengan cara;
a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumipulan'data mengenai kenyataan yang hendak
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buku tlmiah, tulisan, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada di
lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan obyek
penelitian.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik

analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan
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data yang diperoleh dari lapangan dari observasi lapangan dan dari informan.
Ada tiga elemen utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, vaiu:

1. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang menckankan,
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Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar solid dan benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan.
G. Teknik Keabsahan Data
Metodologi  penelitian  kualitatif memvalidasi data dengan
menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini adalah pengecckan
kebenaran data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lain
Triagulasi terdin dan tiga bagian, antara lain:
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1. Tragulasi sumber data
Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik

tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh melalui waktu

a hasil observasi dan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

AL Deskripsi Objek Penelitian

I. Sejarah Kabupaten Bima

L_sebuah wilayah vang

,,,,,,l‘;\

yang menyebut dinnya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan
pesisir  pantai.  [Disamping penduduk asli. juga terdapat penduduk
pendatang yang berasal dan Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan,
Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Kerajaan Bima dahulu terpecah —pecah dalam kelompok-kelompok
kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Neuhi yang

menguasal lima wilayah yaitu : 1. Newhi Dara, memegang kekuasaan
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wilayah Bima Tengah Museum [stana Kesultanan Bima Ncuh Parewa,
memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan 3. Ncuhi Padolo, memegang

kekuasaan wilayah Bima Barat 4 Ncuhi Banggapupa, memegang

kekuasaan wilayah Bima U , :uln Dorowam, memegang kekuasaan

wilayah Bima Tim

ur. i) ) berdampingan secara damai,
._ /bW’JH\" i
'\Px Apy.

\“ 4
. . R ‘

Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan
kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima, dan Sang Bima
sebagai raja pertama bergelar Sangaji. Sejak saat itulah Bima menjadi
sebuah kerajaan yang berdasarkan Hadat, dan saat itu pulalah Hadat
Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Hadat 1m berlaku terus menerus dan mengalami perubahan pada

masa pemerintahan raja Ma Wa'a Bilmana. Setelah menanamkan sendi-
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sendi dasar pemerintahan berdasarkan hadat, Sang Bima meninggalkan

Kerajaan Bima menuwu timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan

kepada Neuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud

dan direvist menjadi UU No. 33 tahun 2004, Kabuapten Bima telah
memanfaatakan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi
daerah baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi
tuntutan dan meningkatkan pelavanan pada masyarakat,

Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah
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mulai tingkat dusun, desa. kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi
Kota Bima pada tahun 2001 Hal ini dilakukan tidak hanya untuk

memenuhi semakin meningkatkan tuntutan untuk mendekatkan pelayanan
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geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur
Timur dan 70°30” Lintang Selatan.!”!

Luas wilavah setelah pembentukan Daerah Kota Bima berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau
439438 Km* (sebelum pemckaran 459.690 Ha atau 4.596,90 Km?)
dengan jumlah penduduk 473,890 jiwal dengan kepadatan rata-rata 96

jiwa/Km?.
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3. Topograli
Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%)

merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%)

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan beserta tugas pokok dan fungsinya,

dengan rincian sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Kesehatan
1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah bidang kesehatan.

2. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
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dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
keschatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;

3. pelaksanaan kebijakan di bid ng keschatan masyarakat, pencegahan

\\;\“'h/ /

/ ’/ , ’
S 4 Q_ j‘ /

11
1 -~ El
S -

Pr—
~C—

2. pengordinasian, penyusunan rencana dan program, penyusunan
laporan dan evaluasi
3. pengelolaan urusan keuangan;
4. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di
lingkungan dinas;
5. pengelolaan urusan ASN;
6. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh pimpinan terkait dengan
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tugas dan fungsinya.

¢. Sub Bagian Umum

kinerja pegawai;
7. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasansesuai tugas dan
fungsinya.
d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran
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dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang keschatan

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud di atas,

8. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan
akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharan, pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat
perintah membayar;

9. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan




tugas dan fungsinya.
¢. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakal mempunyai tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan :A bidang keschatan masyarakatdan

untuk menyelenggs

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
B. Pola Kemitraan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kesehatan di Kabupaten Bima

Pola kemitraan vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
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Kabupaten Bima dalam hal meningkatkan pembangunan keschatan di
Kabupaten sangangat berpariasi. pemerintah menjalin kerjasama dengan

beberapa pihak, termasuk swasta dap juga Lembaga pemerintahan vang

lain serta masvarakat. Kf:’r; ngai penting mengingat kesehatan

masyarakat di pedesaz " \

Model kemitraan

a, bisa dilihat
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Bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Bima

“menyangkut pola kemitraan yang Dinas Kesehatan Kabupaten
Bima lakukan, memang itu sangat penting apalagi tingkat
Kesehatan masyarakat Kabupaten Bima memang cukup rendah,
ditambah lagi dengan adanya covid schingga menambah
kekhawatiran kita semua terkait kesehatan masyarakat, khususnya
di Kabupaten Bima ini. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan
beberapa pihak, seperti BPOM, dengan BPOM kita sempat
mengadakan seminar serta sosialisasi mengenai  pentingnya
menghasilkan dan menjaga pangan yang schat, higenis dan
bermutu sehingga mampu dikonsumsi dengan aman oleh
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masyarakat dan juga mampu bernilai ekonomis”, terangnya, senin
20 september 2021,

“Dengan BPOM kami lakukan KIE atau komunikasi informas: dan

edukasi, yang dimana KIE im terkait dengan keamanan pangan

vang dimana pesertanya adg ara tim penggerak pemberdayaan
J inghkat kecamatan”, tambahnya.

ia simpulkan bahwa

dibangun olch

ol LT Y

sehahknya semakm buruk makamn yang klta kansumm maka
kesehatan tubuh juga akan semakin menurun. Sechingga itulah
‘alasan utama mengapa kemitraan ini diadakan, iyalah untuk
memahamkan masyarakat bahwa selain meningkatkan kesehatan
tubuh, memproduksi bahan pangan bergizi dan bermutu tinggi
dapat pula meningkatkan nilai ekonomis dart hasil produksi bahan
pangan lersebut,

2. Struktur
Struktur dalam konsep hollow stare bukanlah berbicara soal susunan

tetapi membahas tentang aktor-aktor yang berperan dalam pola kemitraan yang
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dilakuan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
Berikut im hasil wawan cara peneliti dengan Kepala Dina Kesehatan

Kabupaten Bima mengenai struktur dalam pola kemitraan yang dilakukan

“dalam pola kemitraan ya :sehatan Kabupaten Bima
: \\\ Dinas Keschatan

i‘\ ' 1 :

\

3 4

Dinas Keschatan Kabupaten Bima merupakan aktor utama dalam pola
kemitraan ini, dimana Dinas Kesehatan harus menjamin kegiatan ini memiliki
dampak vang maksimal pasca diadakanya.

Peneliti juga mewawancarai salah seorang masyarakat yang ikut dalam
kemitraan yang dibangun oleh Dinas Kesehatan, adapun hasil wawancara

dengan Bapak Irianto, sebai berikut;

“iva saya turut serta dalam kegiatan tersebut dan memang sangat ramai




apalagi banyak orang dinas yang hadir, serta katanya dari pegawai BPOM
Juga Saat kegiatan tersebut semua diberikan materi dan pemahaman
tentang berbagar hal yang berkaitan dengan kesehatan dan juga makanan,
diantaranya mengenai pentingnya menghasilkan hasil pertanian vang
berkualitas  dan bermutu  untuk  meningkatkan nilai ekonomis  dan
dampaknya pada tubuh™ terangnya rabu 22 september 2021
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akan tetapi s a mengeluarkan insentip serta bersama-sam

eksekutor dalam kegiatan ini“tegas Pak Kadis, senin 20 september 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
menyangkut insentif, dinas kesehatan bersama dengan BPOM sama
mengeluarkan insentif berdasarkan dengan perencanaan kegiatan vyang
sebelumnya telah dirancang, dalam artian tidak ada pihak yang khusus
menyediakan anggaran saja serta pihak yang khusus menjalankan kegiatan ini,
akan tetapi kedua pihak sama-sama menjalankan dan bersama-sama pula
mengeluarkan insentif,
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A. Kesimpulan

Pembangunan keschatan masyarakat ¢
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1. Mekanisme

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mekanisme
kemitraan atau kerjasma yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Keschatan Kabupaten Bimasesuai dalam konsep kemitraan hollow state
dimana pemerintah turun langsung kelapangan dan terlibat dalam sosialisasi dan
pendidikan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan cara menghasilkan
ataupun memproduksi bahan pangan vang higenis.

Dengan turun langsungnya pemerintah dalam kegiatan pada pola



kemitraan yang dibangun, peneliti menganggap bahwa pemenntah betul-betul
memperhaatikan dan menjalankan mekanisme kerjasama sesuai dengan konsep

hollow state.

2. Struktur
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17ga banyak waktu
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Insentif vang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Dinas Keschatan
Kabupaten Bima dalam kemitraan ini tergolong tidak terlalu besar kama pihak
BPOM selaku rekan mitra juga mengeluarkan insentif yang sama besarnya, hal
ini karna baik pihak Dinas Kesehatan, maupun BPOM sama-sama menjadikan
kegiatan ini sebagai program utama sehingga termuat dalam rancangan
program dan dengan dilakukanya kerja sama maka insentif yang dikeluarkan

tergolong tidak tingg1.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pemerintah bahwa:

a. untuk pihak-pthak terkait dalam kerja sama pembangunan keschatan

masyarakat di Kabupaten Bimg ankan pola kemitraan ini dan

melakukan evaluas: seut

bergizi, higenis itu mampu memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat

lain yang mengkonsumsinya, selain itu dengan bersama-sama menjaga dan
menghasilkan bahan pangan bermutu untuk dikonsumsi secara tidak
langsung kita berperan untuk membantu negara dan khususnya dacrah

Kabupaten bima untuk terlepas dari penurunan tingkat kesehatan
masyarakat.
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